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A. Konteks Penelitian

Dalam kontalasi regulasi di Indonesia, dinyatakan bahwa anak
yang terlahir dari pernikahan tidak sah atau tanpa pernikahan tidak
akan mendapatkan berbagai hak pendataan dari bapak bilogisnya.
Anak akan berhadapan dengan berbagai bentuk penelantaran dan
pengabaian; tidak memiliki hak identitas, hak nafkah, hak nasab, hak
perwalian, dan hak kewarisan. Ketiadaan hak tersebut kemudian
menimbulkan berbagai problematika krusial berkelanjutan dalam bentuk
streotipe, subordinasi, burdening dan diskriminasi. Prinsip the best
intersert of child (kepentingan terbaik bagi anak) tentu tidak terpenuhi.

Apa pun itu, akan terasa tidak adil dan tidak tepat ketika
rujukan hukum yang ada menetapkan bahwa anak zina atau anak luar
nikah yang sesungguhnya merupakan hasil hubungan antara ayah dan
ibunya, justru hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu saja.
Hal ini berarti hukum membebaskan laki-laki yang menghamili dari
tanggung jawab sebagai bapak bilogis. Penafian hak-hak anak dari
ayah biologisnya merupakan sebuah ketidakadilan. Harus ada upaya
hukum atau pembuktian melalui perkembangan teknologi dengan tes
DNA atau dengan menjalani sumpah atau pengakuan ayah biologis
atau melalui alat bukti lain yang bisa dibenarkan dan diakui secara
hukum keabsahannya. Peristiwa kelahiran anak akibat hubungan
seksual itu adalah hubungan hukum yang mengandung hak dan
kewajiban timbal balik antara anak, ibu, dan bapak.*

Tidak adil rasanya jika anak harus menanggung beban
perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tua bilogis, pengabaian
terhadap anak bertentangan dengan the best interest of child (prinsip
dan kepentingan terbaik bagi anak) dan substansi fikih progresif.

! Lihat detail dalam pasal 43 (1) Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975.
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Rumitnya kasus keperdataan anak luar nikah, bisa merujuk
pada kasus MM? yang menyatakan memiliki seorang anak laki-laki dari
hasil pernikahan sirinya dengan Mensesneg. Pasca perceraiannya di
tahun 1998, bertepatan dengan anaknya yang berusia 2 tahun, tidak
lagi mendapatkan pemenuhan nafkah dan kebutuhan asasi dari
ayahnya. Pengaduan pengabaian dilaporkan pada komisi perlindungan
anak indonesia (KPAI), dengan tuduhan penelantaran anak. Kasus
tersebut, selanjutnya sampai pada Mahkamah Konstitusi dengan
pengajuan uji materi tentang anak biologis. Melalui berbagai tahapan uji
materi, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
tersebut..

Pasca kasus pengabulan permohonan MM, regulasi keabsahan
anak mengalami progres® yang signifikan, dengan Putusan MK Nomor
46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan,
“Anak yang berada di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan
perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
ternyata mempunyai hubungan darah sebagai syarat, sehingga ayat
tersebut harus dibaca, “Anak yang berada di luar perkawinan yang
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
serta dengan laki-laki sebagai persetujuan yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan
perdata dengan keluarga ayahnya”.*

Hukum merupakan refleksi nilai yang diyakini menjadi pranata
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum
harus menampung beragam aspirasi seiring dengan progresivitas dan
laju kehidupan yang tidak terbatas pada sifat kekinian. Hal yang mana

% Machica Muchtar, yang saat itu berniat untuk mendapatkan hak keperdataan

anaknya dari mantan Mensesneg Moerdiono. Lihat juga dalam Busman Edyar, Aspek Yuridis
Kasus Machica-Murdiono, (Jakarta: Harian Pelita, 2010).
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia

(Studi
Kritis Perkembangan Hukum lIslam dari Figh, UU Tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta :
Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. lll, 276

* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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bersifat antisipatif prediktif dalam mengakomodasi perkembangan.
Substansi hukum diharapkan mampu menertibkan berbagai aspek
sosial, ekonomi dan politik. Kompetensi absolut dan relatif hokum pun
idealnya menyentuh sampai unit sosial terkecil masyarakat, yakni
keluarga melalui regulasi yang menawarkan kemaslahatan, keadilan,
dan kesederajatan.’

Dalam konteks keindonesiaan, keluarga memiliki institusi dasar
pernikahan yang menjadi media dan ritual pemersatu dua insan dalam
ikatan yang legal berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Dalam
konteks keagamaam, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan akad
yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan
perempuan yang memiliki akibat hukum akan hak serta kewajiban di
antara keduanya.’

Absah dan tidaknya pernikahan akan berimplikasi pada status
dan hak keperdataan anak’ yang secara yuridis diartikan sebagai
sebuah kelompok dengan umur tertentu. ® Hal ini tertuang dalam Pasal
42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 99
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa anak sah
adalah anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah.
Sebaliknya anak yang tidak sah adalah sebuah anak yang lahir dari
perkawinan yang tidak sah dan atau lahir dalam perkawinan yang sah
namun dibantah oleh seorang suami dengan argumen f’an. °
Selanjutnya ketika ada pengingkaran terhadap anak, maka bisa
dilakukan langkah perbuatan hukum yang sebaliknya, yaitu

® Pemerintah Indonesia memberikan rujukan yang diatur dalam Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan. Regulasi ini merupakan implementasi dari spirit
penegakan hak asasi manusia dalam perkawinan. Sejak saat itu, secara tegas peraturan
yang ada menjadi rujukan serta panutan dalam melaksanakan hak serta kewajiban sebagai
suami maupun istri. Meskipun di beberapa pasal dinilai mengandung diskriminasi gender.

M. Ali Rusdi, “Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia (Telaah
terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah)”, Jurnal Al-‘Ad/, Vol. 9, No.1, 2016.

! Hampir semua regulasi mendiskripsikan secara aklamatif bahwa keabsahan status
anak di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh keabsahan pernikahan kedua orangtuanya.
Pernikahan yang sah, akan memberikan status yang legal bagi anak yang lahir dari
pernikahan tersebut. Di lain fihak, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah atau tidak
dicatatkan akan dipertanyakan keabsahannya.

8 Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi
Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, Kanun Jurnal llmu Hukum,
(Agustus, 2011), 111-112.

° Menurut Undang- No 1 Tahun 1974 pasal 42-43: “Anak yang sah adalah anak
yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar
pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
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pengangkatan anak yang dapat mengakui anak sebagai anak secara
sah di mata hukum (istilhag).*

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai agama dan
kepercayaan yang diyakini.'! Upaya pengesahan selanjutnya, ditempuh
dengan pencatatan®? pernikahan di KUA setempat bagi mereka yang
beragama Islam. Bagi penganut agama dan kepercayaan lain, bisa
mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Selanjutnya diberikan bukti
akta autentik atas pernikahannya berupa buku nikah yang juga
dicatatkan dalam dokumen negara.* Anak yang lahir dari pernikahan
ini bisa dikategorikan sebagai anak sah dan mempunyai hubungan
perdata baik dengan ayah dan keluarga ayahnya maupun dengan ibu
dan keluarga ibunya. Jika pencatatan tidak dilakukan, anak hasil
pernikahan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan
keluarga ibunya dan tidak dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Regulasi lain yang menyatakan tentang sah atau tidaknya
sebuah pernikahan adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 4, 5, 6, dan 7,
tentang landasan hukum yang menjadikan sah atau tidaknya sebuah
pernikahan, perlunya pencatatan pernikahan oleh petugas pencatatan
pernikahan, pentingnya menikah di hadapan petugas pencatatan
pernikahan secara langsung sebagai keabsahan dari pernikahan itu
sendiri, dan perlunya bukti dokumen resmi berupa akta nikah sebagai
kekuatan hukum atas pernikahan yang terjadi. Disebutkan juga bahwa
isbat bisa diajukan ke Pengadilan Agama jika suami-istri tidak memiliki
bukti akta nikah.**

Namun, tidak dapat menutup mata bahwa masih banyak
ditemui salah satu bentuk pernikahan yang tidak memenuhi legal

% Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1369
H/1950 Mg, 396.

! Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1

12 Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2. Meskipun pencatatan
pernikahan telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang, faktanya masih
menimbulkan banyak perselisihan di antara masyarakat. Apakah sebenarnya wajib
mencatatkan perkawinan atau tidak. Beberapa pendapat berkaitan dengan pencatatan
perkawinan antara lain (1) Dari kalangan ahli hukum banyak yang berpendapat bahwa syarat
sahnya pernikahan diawali sejak dicatatkannya pernikahan secara resmi. (2) Kelompok lain
yang memiliki pendapat berbeda dengan poin diatas menyatakan bahwa pencatatan
perkawinan bukanlah syarat sahnya pernikahan. Mereka yang berpendapat demikian
menganggap itu semua hanya urusan administrasi belaka, asalkan perkawinan sah menurut
agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia maka dianggap sah.

® Muhammad Ngizzul Muttagin, “Unregistered Marriage Between Indonesian
Citizens And Foreign Citizens With The Legal Perspective Of Marriage In Indonesia”, Jurnal
IImiah Mizani, Volume 7, Nomor 2, 2020.

1 A. Khisni, Hukum Islam, (Semarang: Unissula Press, 2010), 60-61.
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procedure®® dan sering terjadi yang disebut sebagai nikah siri'®. Jenis
pernikahan ini adalah bentuk pernikahan yang tidak dicatatkan dalam
dokumen negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum
autentik.'” Anak yang lahir dari hubungan ini termasuk dalam kategori
anak luar nikah. Validitas pernyataan ini bisa dibuktikan dengan
tingginya tingkat permohonan isbat pernikahan, penetapan wali dan
pengesahan anak melalui prosedur penetapan asal-usul anak di hampir
semua Pengadilan Agama tingkat kabupaten atau kota.

Beberapa regulasi'® lebih terbaca sebagai ketentuan bahwa
anak zina atau anak luar nikah tidak bisa memperoleh hak-hak
dasarnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab kedua orang
tuanya baik hak diakui sebagai anak, dipenuhi hajat hidupnya,
dilindungi, serta ditanggung secara hukum sampai usia balig. Terlebih
lagi, anak tidak akan mendapatkan hak perwalian apalagi
mendapatkan warisan.*

Mayoritas pendapat dalam hukum Islam menyatakan bahwa
anak akan dianggap sebagai anak sah dan berhak dinasabkan kepada
ayah kandungnya jika ia dilahirkan dari pernikahan yang sah antara
ayah dan ibunya. Sebagai konsekuensi keabsahan tersebut, anak

®Meskipun hukum di Indonesia mengharuskan setiap pernikahan dicatatkan®® di
KUA bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam,
dengan tujuan untuk memudahkan urusan administrasi yang diakibatkan oleh pernikahan
tersebut, semisal untuk mendapatkan akte kelahiran anak, Namun demikian tidak sedikit
masyarakat yang menikah secara sah dalam Islam namun pernikahan tersebut belum atau
tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Tidak dipungkiri bahwa terdapat banyak
pendapat yang berbeda berkaitan dengan bagaimanakah hukum dari perkawinan yang sah
namun tidak tercatat ini. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tetap sah,
sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidaklah sah.

16 Sebenarnya praktek nikah siri merupakan ajaran Islam klasik. Dalam hukum
Islam, asal syarat dan rukun nikah terpenuhi, maka pernikahan itu dianggap sah, meskipun
tidak dicatatkan ke lembaga negara yang berwenang. Namun, menurut Undang-Undang
Perkawinan yang ditetapkan pemerintah Indonesia, pernikahan siri merupakan salah satu
jenis praktek pernikahan yang dilarang, sehingga hal tersebut termasuk dalam salah satu
daftar pernikahan atau perkawinan yang tidak diakui negara.

" Thriwaty Arsal, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”. Jurnal Sosiologi
Pedesaan. Vol. 6. No. 2. September 2012.

8 Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa anak
yang lahir di luar perkawinan yang resmi, hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya saja. Dan yang dimaksud dengan di luar perkawinan dalam
pasal ini termasuk di dalamnya adalah pernikahan di bawah tangan atau nikah siri.
Kenyataan yang sering ditemui di lapangan adalah, anak sering kesulitan mendapatkan hak
keperdataannya karena pernikahan orang tuanya tidak dicatatkan, sehingga orang tua tidak
memiliki dokumen pernikahan yang sah menurut hukum positif.

9| ihat dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 serta fatwa MUI no.
11 tahun 2013 tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya. Sebagai balancing,
lihat keputusan MK No. 46/PUU-VI11/2010.
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mendapatkan berbagai hak, seperti hak nafkah, hak nasab, hak waris,
dan hak perwalian.

Dari hasil eksplorasi turast fikih di atas, dapat disimpulkan
bahwa minimal ada tiga sebab utama yang menjadikan seorang anak
memiliki nasab terhadap ayah biologisnya. Pertama, lahir dari hasil
pernikahan yang sah. Para ulama fikih menyepakati bahwa anak yang
dilahirkan oleh wanita yang menikah secara sah berhak mendapatkan
nasab dari suami wanita tersebut.®® Kedua, melalui pernikahan yang
fasid. Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilakukan dalam
kekurangan syarat, baik sebagian maupun keseluruhan, seperti tidak
adanya wali atau saksi (Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan adanya
wali dalam proses pernikahan).” Ketiga, nasab anak bisa didapat dari
hubungan badan yang syubhat. Kata syubhat di sini memiliki makna
kemiripan, keserupaan, kesamaan, dan ketidakjelasan. Dalam kajian
hukum, istilah ini dapat diartikan bahwa kondisi tersebut mengandung
ketidakjelasan dalam peristiwva hukum. Oleh sebab itu, ketentuan
hukumnya tidak bisa dipastikan secara jelas ia berada di wilayah benar
atau salah, halal atau haram. Hubungan syubhat ini ada dua jenis, yaitu
syubhat dalam akad dan syubhat dalam tindakan.?

Dalam praktiknya, asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akta
kelahiran. Karena ketika anak yang lahir dalam perkawinan yang sah,
maka akta kelahiran merupakan hak yang harus anak dapatkan
sebagai pengakuan oleh negara. Maka, hak demikian dalam konsepsi
hukum Islam dikategorikan sebagai perlindungan terhadap anak
keturunan (hifdz al-nasl). Namun, bagi anak yang dilahirkan dari
perkawinan yang tidak sah, untuk mengetahui asal-usul anak harus
melalui putusan pengadilan melalui permohonan asal-usul anak.
Ironisnya, tidak semua permohonan dikabulkan. Pengadilan hanya
mengabulkan permohonan asal-usul anak jika permohonan tersebut
terbukti berdasarkan dan beralasan hukum. Jika permohonan tidak
berdasarkan dan tidak beralasan hukum, permohonan tersebut akan
ditolak.

?® Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Nasa’l Jilid 2, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006), 794,

2L Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet
1, jilid VI, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 109-120 dan Ahmad Muhammad Assaf, Al-Ahkam
AI-Fiqhiygah Fi al-Mazahib Al-Islamiyah Al-Arba’ah, (Beirut: Dar lhya al-Ulum, 1988).

2 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak alam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah,
2013), 7
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Salah satu prinsip fikih progresif tentang anak bisa dianalogikan
dari sikap nabi dalam pemenuhan hak anak. Seorang wanita dari
Ghamidiyah datang kepada beliau dan memberitahukan kepada nabi
bahwa ia hamil dari hasil zina. Nabi berkata, “Pulanglah sampai engkau
melahirkan”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada nabi
dengan membawa bayinya. Nabi kembali menyuruhnya pulang,
“‘Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau
menyapihnya”. (HR. Muslim).?® Substansi matan hadis ini menunjukkan
bahwa nabi memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi
anak, meskipun ibunya telah melakukan perbuatan yang diharamkan.
Hal ini menegaskan bawa anak tidak boleh dirugikan karena perbuatan
orang tuanya.?*

Terdapat juga pandangan lain mengenai perlindungan terhadap
anak ini dari perspektif maqasid syariah sebagai substansi fikih
progresif.” Dalam pandangan ini, anak seharusnya berhak untuk
mendapatkan kejelasan, pengakuan dan bahkan pertanggungjawaban
dari ayah biologis atas keberadaannya di dunia ini. Hal ini berarti ayah
biologis memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak,
baik kebutuhan materil yang tidak terbatas pada kebutuhan nafkah,
hajat hidup, pendidikan, pengampuan (hajr), perwalian dak kewarisan
atau sebatas wasiat wajibah maupun kebutuhan immaterial berupa
perhatian, kasih sayang, dan perlindungan.”® Sad al-dzari’ah juga bisa
dijadikan metode dan narasi logis keharusan adanya pengakuan anak
sebagai prefensi terjadinya pernikahan sedarah.?” Jika ayah biologis
tidak boleh mengakui anak tersebut, maka jika ia perempuan, anak
tersebut halal dinikahi baik oleh ayah maupun saudara seayahnya.

Suatu ketidakadilan jika hukum menetapkan bahwa anak yang
lahir dari hubungan di luar perkawinan (nikah siri atau tanpa
pernikahan) hanya memiliki hak perdata dengan ibunya. Ketidakadilan
itu dikarenakan bahwa hukum menegasikan tanggungjawab ayah

»0Ahmad Bin Ali ibn Hajr al-Asqalani, Fathu al-Bari, Vol. 12, (Beirut: Dar al-Qalam,
1998), 76.

24 Husain Muhammad, Figih Perempuan, (Yogyakarta: Lkis, 2007), 43

% Fikih progresif-revolusioner merupakan bentuk progresifisme pemikiran Islam
yang ingin mengembalikan misi ajaran Islam pada otentisitasnya, yaitu semangat
pembebasan.

% Iffatin Nur, “The Best of Interest of Child dalam Perspekstif FiKh Humanistik dan
Fikih Maghasid”, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, Nomor 2, 2014.

Sekedar contoh pada putusan Perkara No. 2092/Pdt.G/2004/PA.BL tentang

Pembatalan Perkawinan Karena Senasab.
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biologis terhadap anak atau hak anak terhadap ayah biologisnya.
Perkembangan teknologi pembuktian melalui tes DNA bisa menjadi
salah satu alternatif sehingga timbulnya hak dan kewajiban seorang
ayah tidak sebatas adanya ikatan pernikahan, tetapi juga bisa
berdasarkan pembuktian adanya hubungan darah antara anak dan
ayahnya. Jka berdasar pada kemanusiaan, pengakuan disertai
sumpah ayah, idealnya bisa menjadi alternatif proses legislasi anak.
Terlepas dari prosedur administrasi pernikahan anak yang lahir
seharusnya mendapatkan perlindungan sah atau anak yang lahir di luar
pernikahan yang sah justru menjadi korban. Seorang anak tetaplah
tidak berdosa atas kelahirannya dan bukan atas kehendaknya. Anak
yang lahir tanpa status yang jelas dari ayahnya sering mendapat
stereotip dan stigma negatif yang membahayakan tumbuh
kembangnya.?® Oleh karena itu, hukum harus memberikan
perlindungan dan kepastian pada status dan hak keperdataan anak
yang meliputi nafkah, biaya hidup, kesehatan, pendidikan, hak
perwalian, bahkan hak waris.”

Hilangnya hubungan nasab antara ayah biologis dan anaknya
dapat dilihat dari beberapa aspek yuridis, di mana laki-laki yang
merupakan ayah biologisnya memiliki kedudukan sebagai orang lain.
Artinya, ayah biologisnya tersebut tidak memiliki kewajiban menafkahi,
tidak saling mewarisi, bahkan jika anak tersebut adalah perempuan,
ayah kandungnya tidak diizinkan berduaan dengannya. Lebih tegas,
ayah kandungnya tidak diperbolehkan menjadi wali nikah bagi anak
perempuannya. Ini artinya ayah maupun saudara seayah boleh
menikahinya.

28 Iffatin Nur, “The Redefinition of Child of Adultery”, International Journal of Science
and Research (IJSR), Volume 4 Issue 3, March 2015.

2 Berkaitan dengan warisan, anak yang sah memiliki hak untuk mewarisi dan
mewariskan dengan ayahnya. Jika ayah terlebih dahulu meninggal, maka warisan bisa
langsung diberikan kepada anaknya, dan begitupun sebaliknya. Jika dia seorang laki-laki
sendirian, maka ia menjadi ashabah binafsih. Namun jika ia memiliki saudara perempuan
maka mereka sama-sama memperoleh bagian, dengan ketentuan 2:1 atau 1:1. Sedangkan
jika anaknya hanya perempuan sendirian, maka ia hanya mendapatkan warisan setengah
dari seluruh peninggalan. Berbeda lagi jika dia bersama perempuan lain, maka mereka akan
mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan. Begitupun sebaliknya, jika anak yang meninggal
terlebih dahulu, bapak akan berhak mendapatkan harta peninggalan dari anaknya sebagai
warisan. Bapak akan mendapatkan 1/6 dari harta tersebut jika terdapat anak laki-laki, dan
bapak akan mendapatkan 1/6 ditambah ashabah jika tidak terdapat anak laki-laki atau hanya
ada anak perempuan saja.Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figh Mawaris (Hukum
Kewarisan Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 67-79, lihat. Juga pasal 176-186
Kompilasi Hukum Islam.
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Kesenjangan ini menyisakan burdening (beban ganda) pada ibu.
Dengan segala keterbatasannya, harus bertanggungjawab sendiri,
sedangkan ayah biologisnya bebas tanpa terbebani itu.* Ibu dan anak
akan berhadapan dengan berbagai persoalan seperti kesulitan
mendapatkan identitas dan akta kelahiran yang mencantumkan kedua
orang tuanya.*

Hal tersebut jika ditkaji dengan fikih dan hukum progresif akan
memunculkan sebuah paradigma bahwa produk hukum tidak hanya
mengikuti sebuah aturan. Namun, hakim harus menjalankan aturan
dengan menggali nilai-nilai keadilan dan kepantasan dalam sebuah
aturan (to the very meaning). Aturan yang kurang tepat tidak harus
menjadi penghalang bagi hakim dalam membumikan progresif hukum
pada prinsip keadilan bagi para pencari keadilan karena seorang hakim
mendapatkan wewenang untuk melakukan interpretasi atas peraturan
pada setiap perkara yang dihadapinya.

Tingginya angka permohonan penetapan anak di hampir semua
Peradilan Agama di Indonesia. Menunjukkan bahwa problematika ini
berada di tingkat krusial. Ha ini, misalnya, dapat ditemukan di daerah
tapal kuda Jawa Timur seperti, Surabaya, Malang, dan Mojokerto.
Mengingat pentingnya hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian
secara mendalam mengenai legislasi dan hak keperdataan anak luar
nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan
Agama Kabupaten Malang, dan Pengadilan Agama Surabaya.

Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah
hukum Pengadilan Agama Mojokerto mengahadapi banyaknya
permasalahan pernikahan yang tidak dicatatkan dan anak yang lahir di
luar pernikahan yang sah. Pada awal tahun 2021 saja permohonan
perkara penetapan asal-usul anak sebanyak 21 permohonan.®

30 Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum
Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan”,
Jurnal Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016.

! Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan”, Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi dan
Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No.2, 2018. Lihat juga ltsnaatul Latifah, “Pencatatan
Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap
Pencatatan Perkawinan”, Jurnal Al Mazahib, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, 50. Lihat juga dalam
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Perkawinan Sirri dan
Dampaknya di Provinsi Jawa Barat”, https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-
laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf, diakses pada 29 Januari 2020. Lihat juga
dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 55 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3

¥ Tim Editor, “Suami Istri Pasangan Sirri di Mojokerto Jalani ltsbat Nikah Gratis
Kolaborasi LKK NU, Pengadilan Agama, Kemenag, dan Dispendukcapil”, Jatimnet.com, 6
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Sementara itu, wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang
mencatat pernikahan siri atau pernikahan yang tidak sah secara hukum
negara ternyata masih banyak ditemukan. Jumlah pasangan yang
mengajukan isbat nikah atau atau pengesahan nikah di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang sepanjang 2020 sebanyak 295 dan yang
diputus sejumlah 244. Pada Januari 2021 sudah ada 14 pengajuan
isbat nikah dengan 8 pengajuan sudah diputus oleh PA Kabupaten
Malang.®*® Hal serupa juga terjadi sementara di wilayah hukum
Pengadilan Agama Surabaya. Pada akhir tahun 2020 hingga awal 2021
mengalami peningkatan kasus isbat nikah dan penetapan anak luar
nikah. Peningkatan kasus tersebut disebabkan oleh banyaknya kasus
nikah siri dan kelahiran anak di luar nikah atau tanpa perkawinan.®*

Dari data ketiga wilayah hukum Pengadilan Agama dengan
berbagai problematika status perkawinan, legislasi anak di luar nikah
dan keperdataan anak luar nikah yang cenderung terabaikan dan tidak
terpenuhi, menyulut semangat akademis peneliti. Dengan asumsi
prinsip the best interest of child, fikih dan hukum progresif, penelitian
menawarkan proposisi proposisi baru demi terwujudnya kepentingan
terbaik, baik anak di luar nikah, nikah siri, luar nikah, maupun tanpa
pernikahan. Hal tersebut telah menarik penulis untuk memberikan
sebuah elaborasi kritis legislasi anak di luar nikah dalam perspektif the
best interest of child dan fikih progresif.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitan berupaya untuk mengelaborasi dan
menganalisis legislasi (penetapan anak luar nikah) baik karena
pernikahan yang tidak sah atau tanpa pernikahan, perspektif the best
interest of child dan fikih progresif, pada Pengadilan Agama Mojokerto,
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Pengadilan Agama
Surabaya. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab empat pertanyaan
sebagai berikut.

April 2021, dalam https://jatimnet.com/suami-istri-pasangan-sirri-di-mojokerto-jalani-itsbat-
nikah-gratis.

Tim Editor, “Poligami Terselubung, Penyebab Banyaknya Nikah Siri di Kabupaten
Malang”, Tugu Jatim, 23 Februari, 2021, dalam https://tugujatim.id/poligami-terselubung-
penyebab-banyaknya-nikah-siri-di-kabupaten-malang/.

* Tim Editor, “Pengadilan Agama Surabaya Temukan Nikah Siri Abal-Abal”,
JawaPos.Com, 13 April 2021, dalam
https://www.jawapos.com/surabaya/13/04/2021/pengadilan-agama-surabaya-temukan-nikah-
siri-abal-abal/.
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1. Bagaimanakah legislasi anak luar nikah di Pengadilan Agama
Mojokerto, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Pengadilan
Agama Surabaya?

2. Bagaimanakah implikasi yuridis hak keperdataan anak luar nikah di
Pengadilan Agama Mojokerto, Pengadilan Agama Kabupaten
Malang, dan Pengadilan Agama Surabaya?

3. Bagaimana putusan legislasi dan implikasi yuridis hak keperdataan
anak luar nikah di Pengadilan Agama Mojokerto, Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, dan Pengadilan Agama Surabaya perspektif the
best interest of child?

4. Bagaimana putusan legislasi dan implikasi yuridis hak keperdataan
nikah di Pengadilan Agama Mojokerto, Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, dan Pengadilan Agama Surabaya perspektif
fikin progresif?

C. Tujuan Penelitian
Merujuk pada pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis legislasi penetapan anak luar nikah di Pengadilan
Agama Mojokerto, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan
Pengadilan Agama Surabaya.

2. Menganalisis implikasi yuridis hak keperdataan anak luar nikah di
Pengadilan Agama Mojokerto, Pengadilan Agama Kabupaten
Malang, dan Pengadilan Agama Surabaya.

3. Menganalisis dan menemukan rumusan putusan legislasi dan
implikasi yuridis hak keperdataan anak luar nikah di Pengadilan
Agama Mojokerto, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan
Pengadilan Agama Surabaya perspektif the best interest of child.

4. Menganalisis dan menemukan rumusan putusan legislasi dan
implikasi yuridis hak keperdataan nikah di Pengadilan Agama
Mojokerto, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Pengadilan
Agama Surabaya perspektif fikin progresif.

D. Manfaat Penelitian
Idealnya setiap karya apa pun memberikan nilai kemanfaatan
minimal bagi diri sendiri, orang lain, peneliti selanjutnya, lembaga terkait
ataupun regulasi yang beririsan. Sesuai dengan judul disertasi ini,
penulis berharap memberikan manfaat baik praktis, teoritis maupun
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rekomendatif/substantive. Manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai

berikut.

1. Secara Praktis

2.

Manfaat dan signifikansi praktis dari penelitian ini minimal

bisa menjadi bahan pengetahuan bagi pasangan orang tua untuk
memberikan dan memperjuangkan legislasi dan pengesahan anak,
serta hak-hak keperdataan yang harus diberikan pada anak
dengan cara yang legal prosedural.
Secara Teoritis
Manfaat dan signifikansi teoritis dari disertasi ini minimal,

a. Mewarnai literasi yang memperjuangkan hak-hak anak dalam

konteks keindonesiaan sebagaimana amanat undang-undang
perlindungan anak pada diktum pasal 5-18 UU Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

. Menawarkan pendekatan dan prinsip the best interest of child

(kepentingan terbaik bagi anak) dan fikih progresif.

. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemenuhan

hak-hak anak luar nikah (hak pengakuan nasab, hak waris, hak
pendidikan dan hak lainnya) serta legalitas anak luar nikah
yang rentan kehilangan haknya atas orang tuanya.

3. Manfaat Subtantif rekomendatif

a. Bagi Pengadilan Agama Kota-Kabupaten, Pengadilan Tinggi

Agama, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, hasil
penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam
memutus perkara demi terwujudnya kemaslahatan dan prinsip
terbaik bagi anak. Hal ini penting sebab adanya kealpaan
administratif atau kekhilafan kedua orang tua biologis, anak
rentan kehilangan hak keperdataan, hingga tak lepas dari
streotipe, burdening, subordinasi dan diskriminasi.

Bagi pemegang kebijakan dan legal drafter, hasil penelitian ini
menjadi masukan tersendiri dalam menyusul klausul hukum
dan diktum-diktum pasal yang menjanjikan keadilan dan
kemaslahatan bagi anak luar nikah atau tanpa pernikahan.
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¢. Khusus untuk peneliti selanjutnya, menjadi acuan dan distingsi
dalam merencanakan novelty yang semakin progresif dan
menjanjikan bagi masa depan anak.

E. Penegasan Istilah
Definisi konseptual dan operasional dalam penelitian ini bertujuan
untuk memudahkan pemahaman serta menghindari misinterpretasi
pembaca terkait legislasi dan hak keperdataan anak luar nikah. Pada
penegasan istilah ini, peneliti membagi dalam dua bagian, yaitu
dipaparkan sebagai berikut.
1. Penegasan Konseptual
Penelitian disertasi ini berjudul “Legislasi dan Hak
Keperdataan Anak Luar Nikah perspektif The Best Interest Of Child
dan Fikih Progresif dengan lokus Di Pengadilan Agama Mojokerto,
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Pengadilan Agama
Surabaya)”. Penulis selanjutnya memberikan penegasan istilah
sebagai berikut:
a. Legislasi Anak Luar Nikah
Legislasi merupakan sebuah putusan atau peraturan atau
sistem hukum yang akan telah disahkan, dan hal tersebut
memiliki kekuatan hukum yang legal dan bersifat mengikat.*
Anak luar nikah menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun
1974 adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, dan
anak ini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya
dan keluarga ibunya saja.*® Istilah legislasi dan pengesahan
merupakan dua istilah yang interchangeable dalam
penggunaannya dan dalam disertasi ini, menggunakan istilah
legislasi dalam makna putusan, penetapan, dan pengesahan.
b. Hak Keperdataan Anak
Sebagaimana dielaborasi dalam Undang-Undang tentang
perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 jo tahun 2016,
dengan beberapa aturan perubahan yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945 menjelaskan tentang aspek-aspek
penting yang meliputi hak keperdataan anak, yaitu aspek
individualitas (pribadi), aspek sosialitas (bermasyarakat), serta

% Muhammad Yusuf, dkk., Figh & Ushul Figh, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN
Sunan Kalijaga, 2005), 140

% Ardian Arista Wardana, “Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang
Status Anak di Luar Nikah”, Jurnal Jurisprudence, Vol. 6, No. 2, September 2016.
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aspek non-diskriminasi. Setiap anak memiliki hak yang sama di
mata hukum. Sebagai anak yang memegang hak keperdataan,
ia perlu dilindungi dalam setiap kehidupannya.®’
c. The Best Interest of Child
Kepentingan terbaik bagi anak merupakan hak asasi
anak yang merujuk pada Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal tersebut menyatakan
bahwa dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau
swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan
legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi
pertimbangan utama. Berikut adalah beberapa aspek yang
relevan untuk menentukan kepentingan terbaik anak, seperti
yang dijabarkan oleh Komite Hak-Hak Anak PBB, yaitu (1)
pandangan dan aspirasi anak, (2) identitas anak, umur,
gender, riwayat dan latar belakang pribadi, (3) perawatan,
perlindungan dan keamanan anak, (4) kesejahteraan anak, (5)
lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga,
(6) hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang
dewasa, (7) kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan
sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan, (8)
kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang, (9) hak-
hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan, (10)
perkembangan anak dan transisinya menuju kedewasaan dan
hidup yang independen, dan (11) kebutuhan lain yang
spesifik®®
d. Fikih Progresif
Fikig progresif merupakan sebuah rumusan baru atas
hukum Islam yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat
dan budaya. Konsekuensi dari model penentuan hukum fikih
progresif tersebut bisa mencakup dalam semua aspek hukum
Islam (baik privat maupun publik). Seperti dalam aspek privat
yang mencakup hukum keluarga berdasarkan nilai keadilan
dan kesetaraan gender. Sementara itu dalam ranah publik,

¥ Rifki Septiawan Ibrahim, “Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 6, No.
2, 2018.

% Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013), Bab
V.A.1 dan par. 44.
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seperti bidang politik, negara memiliki produk hukum yang adil
bagi semua kasta dan golongan masyarakat.*
2. Penegasan Operasional
Secara operasional penelitian ini mengkaji, menganalisis,
dan menemukan legislasi penetapan anak luar nikah dan tanpa
pernikahan pada tiga Pengadilan Agama, yakni Mojokerto,
Kabupaten Malang, dan Surabaya. Selanjutnya, menganalisis
implikasi yuridis hak keperdataan anak sebagai konsekuensi hukum
atas penetapan majelis hakim baik mengabulkan atau tidak
mengabulkan permohonan. Kedua substansi legislasi dan implikasi
yuridis kemudian dianalisis dalam perspektif- perspektif the best
interest of child dan fikih progresif. Penegasan operasional ini
memiliki implikasi untuk memberikan gambaran dan model
pembaruan hukum dalam pengaturan legislasi dan hak keperdataan
anak berbasis the best interest of child dan fikih progresif.

% Lihat, Maulidi, “Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih,”
AL-‘ADALAH 14, no. 2 (2017).
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